
BUPATI SI RAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

nouon It rAHUN 2o1e

TENTANG

TATA KE],OLA BADAN I.AYANAN UMUM DAERAH

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MUARA LAKITAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan UmuJB Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentsng Tata Kelola Badan

Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan

Masyarakat Muara l,akitan Kabupaten Musi Rawas.

:1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun l95q tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotaprqja Di

Sumatera Sclatan (tEmbaran NeBara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (l,€mbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahal

Lembarsn Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagairnana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);
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Feraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar

Pelayaflan Minimal (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 105, Tambahan

I€mbaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 4585);

Feraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014

Tentsng Pusat Kesehatan Ma8ryarakat (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun

2018 tentang Badan Iayanan Umum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (l,mbaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor

10).

MEMUTUSKAN:

Mcnetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KEI,oLA BADAN

I.AYANAN UMUM DAERAH PADA PUSAT KESITHATAN

MASYARAXAT MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI

RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

l. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Musi Rawaa.

3. Bupati adalah Bupati lGbupaten Musi llawaa.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya dis€but Dinas

adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

3.

4.

5.

6.
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6.

5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehata-n

Kabupaten Musi Rav/as.

7.

9.

Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut

Puskesmas adalalt Puskesmas Muara l,akitan.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya

disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala

Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan yartg menjadi kewenangan Daerah.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan ada-lah suatu tempat

yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya

pelayanan kesehatan, baik promotit preventif, kuratif

maupun rehabi.litatif yang dilakukan oleh pemerintah,

pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya

disebut sebagai Puskesmas adalah fasilitas pelayanan

kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan

masyarakat dall upaya kesehatan perseorangan

tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya

promotif dan preventif, untuk mencapai derqlat

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di

wilayah kerjanya.

Badan t ayanan Umum Daerah yang selanjutnya

disebut BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit

Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan

pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikaa

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip

efisiensi dan produktvitas.

11.

8.

10.
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12. Pol,. Pengelolaan lGuangan BLUD yang selanjutnya

disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan

yang memberikan fleksibilita8 bcrupa. keleluasaan

untuk menerapkan praktik-pral<tik bisnis yang schat

untuk meningkatkan kepada masyarakat

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, scbagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan

daerah pa.da umumnya.

13. Pola Tata Kelola Puskesmas adslah aturan dasar yang

mengahrr tata cara penyelenggaraan Puskesmaa,

14. Remunerasi adalah imbalen kerja yang dapat beruPa

gaji, tunjangan tetap, honorarium, inscntif bonus atas

prestasi, pesangon, dan atau pensirm.

15. Kepala adalah Kepa.la Puskesmas Muara lrkitan.
16. Fleksibilitas adalah keleluaeaan pengelolaan

keuangan/barang BLID pada batas-batas tertentu

yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlsku

umum.

17. Peningkata, status BLUD adalah meningkatnya

status unit kerja yang menerapl<an PPK-BLUD

bertahap menjadi unit kerja yang menerapkan PPK-

BLUD penuh.

18. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD

sclanjutnya diBingkat Bl.uD-Puskesmas adalah Unit

Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten yang

menerapkan PPK-BLUD.

19. Upaya l(eschatan Perorangen yang sclanjutnya

disingkat UKP adalah suatu kegiratan dan/atau

serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang

ditujukan untuk peningkatan, pencegahan,

penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan

akibet penyakit dan pemr:lihan ke8chatan

PenEorangan,



).)

23.

20.

2t.

24.

25.

Upaya Kesehatan Masyaralat yang selanjutnya

disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk

memelihara dan meningkatlan kesehatan serta

mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah

kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan

masyajakat.

Pelayanan kesehatan adalah upaya yang diberikan

oleh puskesmas kepada masyarakat, mencakup

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, Pencatatan,

pelaporan, dan dituangkan dalasr suatu sistem.

lnvestasi adalah pengeluaran untuk mendapatkan

aset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis

yarrg dapat meningkatl<an kemampuan BLUD dalam

pelayanan kepada masyarakat.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yalg

mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta

memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui

pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis

tertentu memerlukan kewenalgan untuk melakukan

upaya kesehatan.

Pejabat pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang

bertanggung jawab terhadap kinerja operasional

BLUD yang terdiri atas pejabat keuangan dan pejabat

tels:ris yang sebutannya disesuaikan dengan

nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang

bersangkutan.

Rekening kas BLUD adalah rekening tempat

penyimpana-n uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin

BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh

penerimaan pendapatan dan

pengeluaran BLUD.

pembayaran

26. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk

kas yang menambah ekuitas dana Lancar dalam

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

5
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27.

24.

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi

ekuitas dana lancar untuk mempercleh barang

dan/atau jaea untuk keperluan operaBional BLUD.

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yanA Eelenjutnya

dfuingkat RBA adatah dokumen perencanaan bisnis

dan penganggaran tahunan yang berisi Program'

kegiatan, target kinerja, dan anS8aran BLUD'

Dokumen Pel,aksalaan Anggaran ALUD yang

selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen

I'ang memuat pcrdapatan dan biaya, proyckEi arus

kas, jumlah dan kualitas bsrang dan atau jasa yang

akan dihasilkan dan digunakan sebagsi dasar

pctraksanaan anggeran oleh BLUD.

Rencana Strategi8 Bisnis yang selanjutnya disingkat

Renstra Bisnis BLUD adal,ah dokumen 5 [ima)

tahunan yang memuat visi' misi, program strategis'

pengukuan pclcapaian kinerja dan arah kebijakan

operasional BLUD.

stendar Pelayanan Minimal yeng sclanjutnya

dtstngkat Sru adalah slreifkasl tcknls tentang tolak

ukur l,ayana[ minimal yang dibcrikan olch

Puskesmas kepade masyaral€t.

Basis almrsl adelah basis akuntansi yang mengakui

pengaruh transsksi dan peristiwa laiffiya pada saat

pclayanan terjadi, tanpa memlrcrhatikan saat kas

ateu setara kas diterima atau dibayar.

Praktik bisnis yang sehat adalah Penyelenggaraan

fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah

menajemen yang baik dalam rangka pcmberian

layanan yang bermutu dan bcrkesinambungan.

29.

30.

31-

32.



35.

34. Satuan pcngawas intemal ada.tsh peranglat BLUD

yang bertugas melakukan p€ngawasan dan

pengendalian internal dalam rangka membantu

pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja

pelayaflan, keuangan, dan pengaruh lingkungan

sosial (social responsibffi!1 dalem

menyelenggarakan bisnis sehat.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu

laporan keuangan yang merupakan gabungan

keseluruhan laporan keuangan cntitas akuntansi

sehingqa t rsaji sebagai satu entitas pelaporan.

BAB II

TATA KEIOI"A

Bagian Kesatu

Identitas Puskesmas

Pasal 2

Puskesmes Muara Lakitan merupakan Puskeamaa Ratn'at

Inap Yang Terletak Di Jalan Lintas Lubuklinggau-Sekayr

Kelurahan Muara Lakitan Kecamatan Muara lakitan
Xabupaten Musi Rawaa 31666, email:

pkmmuaralakitan@gmail.com.

Bagian Kcdua

Visi, Misi, Nilai-Nilai dar Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Pasal 3

Visi Puskesmas Muara Lakitan edplah

Menjadi Puskesmas dengan pelayanan trmruirr dan

maldiri menuju masyarakat Kecamatan Muara

Lakitan sehat.

Misi Puskesmas Muara Lakitan adalah:

a. mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu,

profcsional, merata dan terjangkau oleh

;;:;:swrrriikat secara cfisien dan efeldif;

b, rncwujudkan derajat kesehatar srasyaraks,t yang

optimal;

(1)
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c, mendorong kemandirian masyarakat untuk
berprila&u 6ehat dan hidup dalam lingkungan

yang sehat dalam upaya kesehatan secara

komprehcnsif;

(3) Nilai-nilai yang dianut oleh Puskesmas Muara lrkitan
adalah:

memberikan pelayanan yang

terjangkau eerta holistik

mcngutamakan kerjasama

Lintas program dan sektoral

berupaya melakukan evaluasi

peningkatan ftclayanan dan

kinerja

sistem lrlayanan dan keuangan

yang terbuka

mengutamakan prcmosi

kesehatan dalam upaya

menccgah pcnyakit scrta

kemungkinan komplikasi yang

terlanjur sakiq

(a) Motto hrskesmas adalah Melryani dengan hati,

kesehatan anda kepuasan kami;

(5) Prinsipprinsip tata kelola antara laio :

a. transparansi

b. akuntabilitas

c. rcsponsibilitas; dan

d. indefendensi.

Bagian Kctige

Kedudukan Puskesmae

Pasal 4

Puskcsmas Muara lakitan merupakan Unit Pelaksana

Teknis Dinas Kesehatan l(abupaten Musi Rawas.

a. layanan pdma

b. koordLrasi

c. inovatif

d. transparan

e. antieipa.tif

t---



Bagian Keempat

Tujuan, Tugas dan Fungsi Puskesmas

Pasal 5

(11 Tujusn dari Rrskesmas Muara l€kitani
a- newujudkan masyarakat yang mcmiliH perilaku

sehat yang mcliputi kceadaran, kcmauan, dan

kemampuan hidup sehat;

b. mewujudkan masyarakat yang mamPu

menjqndkau pelayalrsn kesehatan bermutu;

c. mewujudkan masyaralrat yang hidup dalam

lingkungen sehat; dan

d. meryujudkan lr:asrraksat yang memiliki derajat

kesehatan optimal, baik individu, keluargg'

kelompok, dan masyarekat.

(2) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan

kebijakan kes€hatan untuk mencaPai tujuart

pembangunan kesehatan di witayah kerjanya dalam

rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

(3) Dafam melakeanakan tugas s€bagaimana rlimcksud

dalrm ayat (2), Puskesmas mcnyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah

kerjanya; dan

b, penyelenggaraan UKP tingkat pcrtama di wilayah

kerjanya.

BaSian Kelime

Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Ihbupaten Musi Rawaa adafah pemilik

hr8kesmas Muara L€kitan.

Pasal 7

(f ) Bupati sebagai pimpinsn Pemcrintah Daerah mcmiliki

kewajiban scbagai berikut:

a. mer{aga pelayanan Puskesmas agar masyarakat

tetap memiliki akses pada pelayanan kesehatan;

9 .,.sr I
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menjaga kesinambungan pelayanan Puskcsmas

aebagai bagian dari pclaSranan umum;

mengembangkan Puskesmas se8u8,i dengan

perkembangian ilmu dan teknologi;

melengkapi tenagE, ssrana drn prasarana

Puskeemas dalam rangka meningkatlen mutu

pelayaneni dan

mel,akukan pembinaan dan pengewasan kepada

Puskesmas BLUD melalui Dinas Keeehatan

Pasaf 8

(U Pemerintah Kabupaten sebagai pemilik Puskcsm.as

bertanggungiawab:

a. Erhadap kcmajuan dan pcr&cmbangan

Puskeama.s sesuai dengan harapan masyamkaq

b. terhadap tercapainya pelayanan yang b€rmutu di

Puskesmas; dan

c. menutup defrsit anggaran Puskesmas yang bukan

karena keealahan dalam pengelolaan yang

dibuktikan dengan audit secara indcpcnden.

(2)Pemerintah Kabupaten bertanggungiawab atas

terjadinya kerugian pasien yang ditimbulkan akibat

kelalaian staf PuBkesmas secara bcrjenjang sesuai

dengan hierarki Femerintah Daerah.

Pasal 9

Dalarn algljaga targgung jawabnys, Bupati scbegfti

p€minpin Pemerintah Kabupaten memiliki wcwenang

scbagai bcrikut:

a. menetapkan peraturan tentang teta kelola dan SPM

Puskesmas serta perubahannya;

b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola

dan Pejabat Stnrktural:

b.

e,
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d.

e.

mengangkat dan memberhentikan Tim Penilai dalam

rangka menil,ai usulan penetapan atau pencabutan

PPK-BLUD Ptrckesmas dan penilalan kinerja

Puskcsmas;

menetapksn taril layanar Puskesmas BLUD;

menyeh{iui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan

Anggaran Puskesmas;

menetapkan eistem remuneraai Pcjabat Fengelola dan

Pegawai Puskcsmes;

memberikan eankei kepada pegawai yang melanggar

ket€ntuan yang berlaku dan memberikan

penghargasn kepada pegawai yang berprtstasi; dan

kewenangan lain s€suai pcraturan

undangan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI PUSKFSMAS

Bagian Kesatu
Struktur OrganiEasi

Pasal 10
(f) Organisasi Pu8kesmas Muara l€kitan terdiri:

a. kepala Puskesmas;

b. kepala Sub Bagian Tata Usaha;

c. perranggungjawab Upaya Ke8ehatan Masyarakat

(UKM);

h.

d. penganggung jawab Upaya

Perseorangen (UI(P); dan

e, penangung,'as,ab jaringaa peleyanan Puekesmas

dan Jejaring fasilitas pelayanan keschatan.

(2) Bagan struktur organisasi se[egeihara dimakeud

dalam pasal 10 ayat (1) tercantum dalam l-ampiran I

Peraturan Bupati ini.

i3) Krl,ala l'\i$kesmas merupakan seoreng Tensga

Kesehatan dengan kriteria sebaSai berikut:

a. tingkat pendi.likaa paling rendah sarjana (S I ) dan

memiliki kompetenei manajemen kesehatan

masl'arakat;

Keseh"afsn
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(4)

(5)

(61

(4

b. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun;

dan

c. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.

Kepala Puskesmas bedanggunglawab atas seluruh

kegiatan di Puskesmas.

Dalam melqksanakaD tanggung jawab Icpata

Puskesmas merencanalran dan mengueulkan

kebutr:han sumber daya Pu$kcamas kepada Dinas

Kesehatan Kabupaten.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, membawahi bebcrapa

kegiatan diantaranya Sistem Informasi Puskeemas,

kepegawaian, rumah tanqga, dan keuangan.

Penanggungiawab UKM Esensial dan Keperawatan

membawahi:

a. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;

b. pelayanan kesehatan lingkungan;

c. pelayanan KIA-KB yang bcFifat t KM;

d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;

e. pelayanan pencegahan dan pengcndalian

penyakit; dart

f. pelayanankeperawatankeschatanmasyarakat.

(8) Penanggungiawab UKM Pengembangan membaqrahi:

a- pelayanan Kesehatan Jiwa;

b. pelayanan Keeehatan GiSi Masyarakat;

c. pelayanan Kesehatan Tradisional lfumplementcr;

d. pelayanan Keschatsn Olahraga;

e. petayanan Keschatan Indera;

f. pelayaran Kesehatan Isnsia;

g. pelayanan lG8chatan Kerja; den

h. pelayanan Keschatan Lainnya.

(9) Penangungiawab L,KP, Kefamesian, dan

Laboratorium membawahi beberapa kegistan, yaitu:

a. pelayanan pemeriksaan umum;

b. pclayanan kesehatan gigi dan muluq

c. pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;

d. pelayanan gawat daruraq

PARAF NOCRD]i.I^ti
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e. pclayanan gizi yang bersifat UKP;

f. pelayananpersalinan;

g. pelayanan rawat inap;

h. pelayanan kefarmasian;

i. pelayanan laboratorium; dan

j. pclayanafl rawatjalan.

(fO) Jaringan Pelayanan PKM dan Jaringan Fayankes

membawahi:

a. puskesmas pembantu;

b, puskesmas keliling;

c. bidan desa; dan

d. jejaring fasilitas peliayanan kesehatan.

(11) Puskeemaa menyelenggarakan upya
masyajakat tingkat pertama dan upaya

pcrseorangan tingkat pertsma-

(12) Upaya kesehatan dilaksanaksn Becara

dan berkesinsmhmgnn.

Bagian Kedua

Fejabat Pengelola

Pasd I I

(f) Pejabat pengelola BLUD terdiri atas:

s. pcmtmptux BLUD;

b. pcjabat keuangan; dan

c. pejabat telsris (penangBung jawab program).

Bagian IGtiga

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasd f2

[f) Pcjabat pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan

oleh Bupati.

(2) Pcmimpin BLUD bcrtang8ung jawab kcpada Bupati

melalui kcpala Dinas Keechatan.

(3) Fejabat Keuangen dan Pcjabat Teknis BLtD
bertanggung jawab Kepada Pemimpin BLUD.

keschatsn

keschatan

terintegra8i
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Bagian IGemPat

Persyaratan Seba8ai Pejabat pengelola

Pasal 13

(1) Pengangkatan dalam jabatan dan PenemPatan

pejabat pengelola BLUD sebaggimana 'li"nsksrrd pada

pasal 12 ayat {1), ditrtaPkan berdsrurkan kompetrnsi

dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat'

{2) Itumpetffsi aebagaimana dimaksud dalam ayat (1},

merupskan kema:npuan dan keal[ian yang dimiliki

oleh pejabat pengelola BLUD berupa Pengetahuan

ketcrampilrn, dan sikap Perilaku yang dipedukan

dalam pelaksaman tugBs dan jabatannya.

(3) Kcbutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana

dirnaksud dalam ayat (f), EeruPakan kcpentingan

BLLID rmnrk meningkatlGn kinerja keuangan dan

non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah

manajeraen yang baik.

Pasal 14

(U Syarat unhrk dapat diangkat menjadi Pemimpin

Puskesmas BLUD adalah:

a. tenaga keEehatan Strata-l yang meEpunyai

kemampuan, keahlian, integritas, kcF,emimfinan,

dan diutamakan pengalaman di bidang

Puske3mas BLUD;

berkelakusn baik dan memiliki dedikasi untuk

mcflgembangkan usatra guna kenandirian

Puskesflras BLUD;

memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan

kualifikasi jabatan;

d. pimpinan Puskesmas BLUD yang berasal dari Non

PNS, didaearkan pada hasil uji kelayal€n dan

kcpatutan (rt and popet t€s).

e. Elasa kerja di Puskeemae minimal 2 (du4 tahun;

dan

f. telah mengikuti pelatihan manajemen Puslrcsmas.

b.
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(21 Syerat untuk diangkat menjadi Pejabat keuangan

adalah:

a. memenuhi lrriteria keahlian, integritas,

kepemimpinan;

b. berlatar belakang pendidikan serjana, diutamakan

bidang keschatan, ekonomi, dan akuntansi;

c, pejabet Keuangan BLUD harus berasal dari PNS;

d. masa kerja di puskesmag minimal 2 (dua) tahun;

e, berkclakuan baik dan memiliki dedikasi unnrk

mengembangkan usaha guna kemandirian

keuangan;

f. cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak
pemah menjadi pemegang keuangan perusahaan

yang dinyatakan pailit;

g. memenuhi ayarat adminitraei kepegawaian dan

kualilikasi jabatan; dan

h. fiutamekarr mempunyai tratar

pcndidikan paling rendah D3 dan mempunyai

pengalaman di bidang kcuanggn atau akuntsnsi

dan keadministra8ian.

Syarat untuk diangkat menjadi Fejabat Teknis

adalah:

a. memenuhi kritcria keaHian, int€gritas,

kepemimpinan;

b. bcrkel,akuan baik dan memiliki dcdikasi untuk

mengembangkan kegiatan telnds di bidangnya;

c. memenuhi syarat administrasi kepegawaian dan

kualifi kasi jabatan; dan

d. diutamakan mempunyai latar belakang

pendidikan paling rendah D3 &n mempunyai

pcngalaman di bidsng telmis yang menjadi

tanggungiawabnya.

(3)



(u

at

(3)

Bagian Kelima

Tanggung Jawab Pejabat Fengelola

Pasal 15

pemimpin BLUD bertanggung jawab terhadap

opcrasional dan kcuangan BLUD secara umum,

Pejabat IGuangan BLUD bertanggung jawab tcrhadap

keuangal BLUD.

kjabat Telmk BLUD bertanggung jawab terhadap

mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan

kualitas surnber daya manusia, dan peningkatan

sumb,er daya lainn1,a.

Bagisn lGenam

Hak dan Kewajiban Pejabat pengelola dan Fegawai

Pasal f6

Pejabat pcngelola mempunyai hak:

(1) Mcndapatlan rpmunerasi scsuai dengan ket€ntuan

pcraturafl pcrundang-undangan dan kemampuan

keuangan daerah;

(2) Mengglola seBuai dengan flekgibilitas

yang diberikan oleh Bupati.

Pa6aI f7

(1) Pcrnimpin BLUD sebagaimana dimrksrrd .{alarrr Pasal

1 1 ayat (a), mempunyai tugar dan kewajiban:

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,

mengendrlikan, dan mengevaluasi

pcnyeler ggsraan kegiatan BLUD;

b, menyrsun ren8tra bisnis BLUD;

c. menyiaplGn RBA;

d. menguaulkan calon pejabat pengelol,a

dan pejabat tehis kepada kepala daerah scsuai

ketentusn;



e. menetapkan Pejabat lainnya s€suai kebutuhan

BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan

pcraturan perundang-undangan; dan

f. menyampaikan dan mempertanggunjawabkan

kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada

Bupa.ti.

(2) Pejabat keuangan BLUD scbagafunana dirnaksud

dalam paeal 11 ayat (b), mempunyai tugss dan

kevajiban:

a. mengkoordinasikanpenyusunanRBA;

b. mcnyiapkan DPA-BLI D;

melakukan pengelolaan pcndapatan dan biaya;

menyelenggarakan pcngclolaan kas;

melakukan pengelolaan utang-piutanS;

men1ruaun kebijakan pengelolaan barang, aset

tetap, dan investasi;

menyelenggarakan sktem infortnasi manajemen

keuangan; dan

menyelenggarakan alRrntansi dan lrcnyusunan

laporan keuangan.

(3) Pejabat teknis scbagaimana dimaksud dalsm pasal lO

ayat (c) mempunyai tugas dan kewajiban:

a. menyusun perencanaan kcgiatan teknis

dibidangnya;

b. melaksanakan kcgiratan teknis s€suai RBA; dan

c. memp€rtanggungiawabkan kinda operasional

dibidangnya,

Bagian Ketujuh

Larangan dan Pemberhentl8n Pejabat Fengelola dan

Fcgawai

Pasal lE

L€rangan pejabat pcngolola dan/atau pcguwai BLUD non

PNS sebagai berikut:

a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan

kehorEatan atau martabat pemerintah kabupaten;

c.

d.

e.

f.
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b.

c,

l.

menyalahgunakan wewenanS;

menjadi perantara untuk mendapa.tkan keuntungan

pribadi dan/atau orang ls'in dengan menggunakan

kewenangan orang lain;

meniliki, menjual, membeli, menggadaikan,

menyewakan, atau meminjamkan bamng baik

bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat

berharga milik pemerintah kabupaten secara tidak

sah;

metrakukan kegiatan bersama dengan atasan, tcman

sejawa! teman kerja atau orang lain di dalam

maupun di luar lingkungan kcrjanya dengafl tujuan

untuk keunhrngan pribadi, Solongsn, atau pihak lain,

yang s€cara langsung atau tidak langsung merugikan

pemerintah kabupaten;

melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan

suatu tindakan yang dapat menghalengi atau

mempeEulit Balah satu pihak yang dilayani sehingga

mengakibatlcan kerWian bagi yang dilayani;

menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

mencalonkan diri sebagai calon kepals

dacrah/DPR/DPD/DPRD;

ikut Bcrta dalam kampanye cdon Prcsiden/Wakil

Presiden, DPR, DPD, atau DPRD;

memberi dukunggn kepada calon KePala

Daerah/Ulakil Kepala daerah, dengan cara terlibet

dalam kegiatan l€mpanye.

Pasd 19

(1) Pejabat Pengelola Puske$ras BLUD diberh€tttikan

karena:

a. Msninggal drmia;

b. Berhalangan secara tetap sel,ama 3 (ti8a) bdan

b€rturut-turut;

c. Tidak Betraksanatan tugas dan kewajibannya

dengan baik;

s.

h.

J.
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d. Melanggar kebijakan atau ketentuan-ketentuan

lain yang telah ditetapkan;

e. Mengundurkan diri karena alasan yang Patut;

atau

f. Terlibat dslam suatu perbuatan yang melanggar

hukum.
(21 PeEb€rhentian Pejabat Pengelola Puskesma8 BLUD

yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil diatur

lebih LEnjut dengpn Feraturan Bupati.

BABry
PENGELOMFOKAN FUNGSI

Pasal 20

Fungsi pelayanan hrske$nae Muara llkitan didasartan

pada fungsi pelayanan yang meliputi Upaya Kesehatan

Masysrakat (Ul($, Upaya Ke!.hatan Pcrscoraryan

(UKP), Jarin8an Felayanan Pwkcsna8 dan Jaringan

Fasyankes serta fungsi pendukung pel,ayanan.

Pasal 2,

Ftngsi pendukung sebaggimana terscbut pada pesaf 20

meliputi fungsi manajemen puske3mas dan Satuar

Pengawas Intemal.

Pasal 22

(U Tugas pokok Satuan Pengawae lntemal:

a. mengawasi terhadap pelaksanaan dan operasional

BLUD Puskesmas;

b. menil,ai pengendalian pcngclolaan dan

pclaksanaan kegiatan BLUD Puskesnas; dan

c. mernbcriksn earan perbaikan kepada Kepala

Puekesmas.

(21 Fungsi Satuan Pengawas Internal adalah:

a. pelaksana pcngawasan terhadap scgala kegiatan

BLUD Puskesmas lreuangan dan pelayansn;

l-.*-.-r t Il-" 'r--
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b. lrnelusuran kebenaran laporan atau informasi

tentang penyimpangan yang tcrjadi; dan

c. pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

epsrat pengawas fr mgsional.

(3) Satuan Fengawas Intemd dibentuk dan di tctapkan

dengan keputusan IGpala Puskesmas;

(4) Satuan Pengawas Intemd berLedudukan dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskeemas;

(5) Satuan Pengawas lntemal dianEkat dan

diberhentikan oleh Kepala Arskesmas.

BAB V

PROSEDUR KER.JA

Pasal 23

(1) Proscdur kerja setiap proses pengelolaan manajerial

dan pelayanan teleh didokumentasikan dalam

Standar Optaring Proe&ne (SOE. SOP merupakan

acuan bagi scluruh pehrgas di dalam melaksanakan

pekerjaan. Acusjr peLaksanaan pekerjaan merupakan

bagian vital dalam pengelolaan Puskesmas dan

diharapkan merupakan Buatu standar baku dafam

proses bisnis Puskesmas sehingga pelayanan kepada

seluruh pengguna dapat mencapai standar yang

diinginLan.

(2) Prosedur Kerja sebagaimana dimaksud dalem pada

ayat (1) tercantum dalam kEpiran II Feraturan

Bupati ini.

BAB VI

ESEI.OMSASI

Pasal 24

(1) Eselonisasi Pejabet Pengetrol,u Puskesrnaa BLUD

discsuaikan dengan kercntuan peraturan pcrundang-

undangan.

i e^- ,,.rilllli** * -'.- 1. i
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(2) Jika Fejabat Pengelolia hlskesmas BLUD sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Non Fegaqtai

Negeri Sipil, m6l€ hak-hak yang menyangkut

tunjangan jabatan discsuail€n denSan ketentuan

penturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSTA

Pasal 25

(f ) Pengel,olaan sumber daya manusia sebagaimana

dimaksud merupakan pcngatulan dan kebijakan yang

jelas mengenai sumber daya manusia yang

bcrorientasi pa.da pemenuhan secara kuantitatif dan

kualitatif/kompeten untuk mendukung pcncaPaian

tujuar organisasi secara efisiEn, efettif, dan

produlaif.

(2) Sumber daya manu8ia Puskesruas t€rdid atas &nsga

kcschatan dan tcnaga non kesehatan.

(3) Jeds dan jumlah tenaga keeehatan dan tenaga non

medis dihitung berdaaarkan anatisis beban kerja

dengan mempertimbsnSkan jumlah pelayanan yang

diselengarakan, jumlah penduduk dan

perscbarannya, karakteristik wilayah kerja, luae

wifayah kerja, keter€ediaan fasititae pelayaaan

ke8ehat n tingkat pertama lainnya di wilayah kerja

dan pcmbagian waktu kerja.

(4) Jenis tcnagE keschatan paling ecdikit terdiri atas:

a. doliiter atau doktcr layanan prirner;

b. dolrter gigi;

c. perawat gigi;

d. bidan;

e. tenaga kesehatan maErarakat;

f. tenaga lingkungan kesehatan lingkunggn;

g. ahli t lmologi laboratoliulxl srgdik;

h. tenaga gizi;

i. tenaga kefarmasian; dan

j. perekam medik.
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(5) Tenaga non kesehatan harue dapa.t mendukrmg

kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan,

sistern informasi, dan kegiatan operasional lain di

Puskesmas.

(6) TenagB kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai

dengan standar profesi, standar pelayanan, standar

prosedur opcrasional, etika profesi, menghormati hak

pesien, scrta mengrtamakan kepentingan dan

keselamatan pa.sien dengan mcmperhatikan

keeelaDatan dan kesehatan dirinya dalam bekcrja.

(7) Setiap Tcnaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas

harus memiliki sr-rrat izin praldik sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan mengenai pengelolaan SDM non PNS

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati mulai

dari rckrutmen, seleksi, pengangfutan, Irnempetan,
mutasi, promosi, rurard WnlstanEnl. ssmpai dengan

pemutusan hubungan kerja termasuk pensiun.

BAB VIII

REMUNERASI

Pasal 26

(f) ftiabat pcngelola BLUD dan pegawai BLUD dapat

diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat

tanggunglawab alan tuntutan profcsionalisme yang

diperlukan.

(21 Remrmerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji'

tu{angan tetap, honorarium, insentif, bonus ataB

pr€stasi, pesangon dan/atau Pensiun.
(3) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (U,

untuk BLuD-Puskesmas ditetapkan oleh Bupati

bcrdasarkan usulan pemimpin BLUD-Puskesmas

4elalui IGPals Dinas Kesehatan.

PAMF KOORDIN
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(5)

(6)

(4) Penetapan rernunerasi pemimpin BLUD

mempertimbangkan faldor-faktor yang berdaearkan:

a. ukuran (sizd dan jumleh aset yang dikelola

BLUD, tingt€t pelayanan serta pmdulitivita8;

b. pertimbangan persamaannya dengan industri

pelayanan scjenis;

c. kcmampuan BLUD bersangkutan;

darr

d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh

Bupati dengan mempertimbangkan antara lain

indikator kcuangan, pelayanan, mutu dan

,nanfaat baSi masyarakat.

Remunerasi pejabat lrcuangan den pejabat teknig

ditetapkan pating banyak sebesar 9096 (Ecmbilan

pufuh persen) dari rernunerasi pcmimpin BLUD,

Rernmerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD

sebagaimana dlmaksud pa.da ayat (2), dapat dthitung

bcrdasarkan indikator penilaian:

a- pengalaman dan masa kerja (basic inde$;

b. keterampilan, ilrau per,getahuan dan pcrilaku

(@ttptcnrg indeSi

c. risiko kerja (rislc inde{;

d. tingkAt kegawatdarulatan (eruergenA inde{;
e. jabatan yang disandang tnsition hde$; darr

f, Uasil/capaian kine1a grerfomote indetl.

Bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang

berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mcngikuti

p€raturan Frundang-undangan tcntang gBji dan

tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan

perrghasilan sesuai remunerasi yang diGtapkan oleh

Bupa.ti.

a
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(8) Pejabat pengelola yang diberhentikan sementara dari

jabatannya memperoleh penglasilan sebesar 5@/o

(lima puluh persen) dari remunerasi/honorariun

bulan teral*dr yang berlaku sejak tanggal

diberhentikan sampei dengan ditetaPkannya

kcputusan definitif tentarg jabatan yang

beNangkutan.

Rcmunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah-

BAB I)(

STANDAR PELAYANAN MIMMAL

Pasal27

Untuk menjamin kercrscdiaan, keterjangkauan, dan

kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD,

Ehrpati mcnoiapkar staadar pclayanan Eiaimal BLUD

dengan peraturan Bupati;

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diusulkan oleh pemimpin BLl.rD.

Standar pelayanan minimaf sebagaimana dirnqksud

pada ayat (1) harus mempertimbongkan kualitas

pelayanan, pemerataan, dan kesetaraan l,ayanan serta

kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Standar pelayanan minimal harls memenuhi

perqraratan:

a. fokus pada jenis pelayanan;

b. terukur;

c. dapat dicapai;

d. relevan dan dapat diandalka$ dan

e. tepat waktu.

Foku8 pada jenis pelayanan scbagaimana dimaksud

pada ayat (4) huruf a, mengut meka4 kegiatan

pelayanan yang menunjang tenrujudnya tugas dan

tungsi BLUD.

(e)

(t)

(2t

(3)

(4)

(s)
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(Q Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf

b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat

dinitai sesuai dengan Btardar yang telah ditetapkan.

(7) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud Pada ayat (4)

huruf c, merupakan kegiatafl nyata, dapat dihitung

tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan

dan tingkat pemanfaatannya.

(8) Relevan dan dapat diandafkan, sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan

yang sejalan, bcrkaitan dsn dapat dipercaya untuk

menunjang tugas dan fungsi BLUD.

(9) Tepat wakttr sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf e, menrpakan kesesuaian jadwal dan kegiatan

pel,ayanan yang telah ditetapkan.

BAB X

TARIF LAYANAN

Pasal 28

(1) BLUD dapat mernungut biaya kepada mas[ratakat

sebagai imbalan atas barang dan/ atau jasa layanan

yang dibcrikan.

(2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan

scbagairnana dimaksud pada ayat (1), ditetapksn

dal,am bentuk tarif yang diauaun atas dasar

perhitungsn biaya satuan per unit layanan atau hasil

per investasi dana.

(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tennasuk

imbal hasil yang wajar dari inveetasi dana dan untuk

menutup seluruh atau s€bagisn dari biaya per unit

layanan.

(4) Tarif layanan sebagaimana dirnaksud pada ayat (2),

dapat berupa b€samn tarif atau pola tarif sesuai jenis

layanan BLUD yang bercangkutan.

(5) Tarif layanan BLUD-Puskesmas diusulkan oleh

pemimpin BLUD Lepada Bupati melslui Kepala Dinas

Kesehatan.
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(6) Tarif layanan dirneksud pada ayat (5),

ditetapkan dengan peraturan Bupati dan

disampaikan kepada pimpinan DPRD.

(7) Penetapan tarif layanan sebagaimarra 'li'r!.Lrl'd iteda
ayet (6), mempertimhngkan kontinuitas dan

pengcmbangan layanan, daya bcli Easyaral€t, scrta

kompetioi yang sehat.

(E) Bupati dalqm menetapk n besaran tarif scbagairnna

dimaksud pada ayat (Q, dapat membentuk tim.

(9) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaanya dapat

bcrasal dari:

a. pembina teknis;

b. peobina keuangan;

c. rmsur perguruan tingi; dan

d. lembaga profcsi.

(fO) Peraturan Bupeti mengenai tarif layanan BLLrD dapat

dilaku.kan perubahan seauai kebutuhan dan

perk€mbangan keadaan.

(f 1) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud peda ayat

(1O), dapat dilakukan sccara keseluruhan maupun

per unit layanan.

(f2) Proses pcruhhan tarif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1O) dan ayat (11), oempertimbargkan

kontinuitas dalr pengembangan layanan, daya beli

masyarakat, scrta kompetisi yang Behat.
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(1)

BABK
PENGEIOTAAN KEUANGAN

Bagiar Kesatu

Pendapatan

Pasal 29

Pendapatsn BLUD dapet bersumbcr dari:

a. jasa layanan;

b. hibah;

c. hasil kerjasama dengan pihak lain;

d. APBD;

e. APBN; dan

f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Fendapatan BLUD yang beraumber dsri jasa l,ayanan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunrf a, berupa

imbalan yarg diperoleh dari jasa layanan yang

diberikan kepada masyarakat.

Pendapat€n BLUD yang bersumber dari hibah

sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf b, dapat

berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana

dinaksud pada ayat (U huruf c, dapat berupa

perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa,

dan usaha lainnya ya.ng mendukung tugas dan frrngsi

BLUD.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD

sebaaaimana dimaksud pada ayat (U huruf d, dapat

bcrupa pendapatan yang bcrasal dari otorisasi Mit
anggaran pemerintah kabupaten bukan dari kegiatan

pcmbiayaan APtsD.

Pendapatan BLUD yang bersumber dari APtsN

dimaksud pada ayat (U huruf e, dapat

bcrupa pendapatan yang berasal dari pemerintah

dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau

tugas pembantuan dall lain-l,ain-

(21

(3)

(41

(s)

(6)
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(7) BLUD dalam mel,alcsanakan anggaran dekonsentrasi

dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (6), proses pengelolaan keuangan

diselenggarakan secara terpisah berdasarkan

ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

(8) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (U huruf I antara lain:

a. hasil penjualan kekayaan yang tidak terpisahkan;

b. hasil pemanfaatan kekayaan;

c. jasa giro;

d. pendapatan bunga;

e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap

mata uang asing;

f, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai

akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan

barang dan/ atau jasa oleh BLUD; dan

g. hasil investasi.

(9) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), kecuali yang berasal dari hibal tcrikat,

dapat dikelola largsung untuk membiaya

pengeluaran BLUD sesuai RBA.

(10) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

diperlakukan sesuai peruntukannya.

(1 1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimal<sud

dalam ayat (l) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f,

dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat

dalam kode rekening kelompok pendapatan asli

daerah pada jenis lain{ain pendapatan asli daera}r

yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.

(12) Seluruh pendapatan sebagaimala dimaksud pada

ayat (11) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah setiap triwulan.

k
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Bagian Kedua

Biaya

Pasal 30

(1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya

non operasional.

(2) Biaya operaeional dimaksud pada ayat

(1), mencskup seluruh biaya yang menjadi beban

BLt D dalsm rangka menjalankan tugas dan fungsi.

(9 Biaya non ope,asional sebagaimana dimaksud pada

ayat {1}, merrcakup seluruh biaya yang menjadi beban

BLUD da.la''' rangka menunjang pelaksanaan h.Bas

dan fungei.

(a) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (fl,

dialokasikan untuk membiayai prqram peningkatan

kegiatan pel,ayanan, dan kcgiatan

pendukung pelayanan.

(5) Pembiayaan pogram dan kegiatan seboAaimana

dimakBud pada ayat (a), diafokasikan sesuai dengan

kelompok, jenis, program dan kcgiatan.

(6) Biaya operasiona.l scbaSoirnarra dimaksud pada ayat

(2), terdiri dari:

a. biaya pelayanan; dan

b, biaya umum dan administrasi.

(7) Biaya pelayanan sebagaimana dimakeud pada ayat (6)

huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang

berhubungan langpung dengan kegiatan p€lryanan.

(8) Biaya utnum dan administrasi scbsgaima[a

dimaesud pada ayat (6) huuf b, mencakup scluruh

biaya operasional yang tidak berhubungan langsung

dengan kegiatan pelayanan.
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(9) Biaya pelayamn sebagaimna di'nak3rrd pada ayat (7),

tcrdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya bahan;

c. biaya jasa pelayanan;

d. biaya pemeliharaan; dan

e. biaya berang dan jasa; dan biaya pelayartan lain-

l,ain.

(10) Biaya umum dan administrasi sebagaimana pada

ayat (8), t€rdiri dari:

a. biaya pegawai;

b. biaya administrasi kantor;

c. biaya pemeliharaan;

d. biaya barang dan jasa;

e. biaya promosi; dan

f. biaya umum dan administrasi laiD-lain.

(1f) Biaya non olrraeional scbagaimana ,ri'nqksud peda

ayat (3), terdiri dari:

a. biaya bunga;

b. biaya administraEi bank;

c. biaya kerugian penjualan aset tetap;

d. biaya kerugian penurunan nilai; dan

e. biaya non operasional lain-lain

(f2) Scluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber

scbagai.nanc dimaksud r{alam Pasal 26 ayat (4) hunrf
a, hun:f b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada

Fejabat Fengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.

(13) S€luruh pengelusran biaya BLt D yang bcrsumbcr

scbrg,rirl,.na ,li?nrk$,d pada ayat (12), culakukan

dengan menerbitkan SPM Fengesahan yang dilarnpiri

dengan Surat Pemyataan Tanggungiawab (SPTJ).

(14) Pengeluaran Bi,aya BLUD diberikan fleksibilitas

dcngan mempcrtimbangkan volume kegatan



Bagian Ketiga

Per€ncanaan dan Penganggqran

Pasal 3l

(1) BLUD mcnytrsun Rcnstra Bisnis BLUD.

(2) Rcnstn bisnis BLttD scbagaimana 'rir'l,t sdrd Pada

ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program

strategi8, pengukuran pencapaian kincrja, rencana

pencapaian lima tahunan dan proycksi keuangan

lima tahunan BLUD-

(3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat

suatu gamhran yang m€nantang tents.ng keadaart

masa depan yana berbikan cita dan citra yang ingin

diwujudkan.

(4) Misi sebagaimana dimaksud peda ayat (2) memuat

sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi

dapat terl,aksana sesuai dengan bidangnya dan

berhasil dengan baik.

(5) Ptogralrl strat€gis sebagaimana dimak$ud pada ayat

(2), memuat program yang berisi Proscs kegiatan yang

berorientasi pada hasit vang ingin dicapai sampai

dengan kurun wakhr 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahun dengan mempcrhitungkan potensi, peluang,

dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

(6)Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana

ditnaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang

dilakukan dengan mengga.rnbarkan pencapaian hasil

kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faldor

intemel dan eksternal yang memFngatuhi

tercapainya kinerja.

(7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capa.ian

kinerja pelayanan tahunan sclama 5 0ima) tahur.

, i rF KOCil5;NISI
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(8) Proyekei keuangan lima tahunan sebaggimana

dimaksud pada ayat l2), memtrat perkiraan

pendapatan capaian kinerja keuangan tahunan

selama 5 (lima) tahun.

(9) Renstra bisnis BLLrD s€hgaimana dimaksud pada

ayat (1), dipergunal€n sebagai dasar Penyusunan

RBA dan evaluasi kinerja.

(1O) BLUD menyuaun RBA tahunan yang berpedoman

Icpada renstra bi8nh BLUD.

(11) Penyusunan RBA s€bagaimana dimaksud pada ayat

(l), disusun berdaearkan prinsip anggaran berbasis

kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jeniE

liayanan, kebutuhan dan kemamPuan

pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari

masyarakat, badan lain, APBD, APBN den sumber-

sumber pendapatan BLUD lainnya.

(12) RBA merupalen penjabaran lebih lanjut dari program

dan kegiatan BLUD dengan berpcdoman pada

pengelolaan keuangan BLUD.

(13) RBA sebagaimana dimaksud dalam ayat (12),

memuat:

a. kinerja tahun berjalan;

b. asumsi mal<ro dal mikro;

c. terget kinerja;

d. analieis dan perkiraan biaya satuan;

e. perkiraan harga;

f. anggiaran pendapatan dan biaya;

g. besaran persentase ambang batas;

h- prognosa laporan keuangan;

i. perkiraan maj]u (foruard e^sti,[4l4i
j. rencana pengeluaran investasi/ modal; dan

k. ringkasan pcndapatan dan biaya untuk
konsolidasi dengan Rl(A-Dinas Keeehatan/ APtsD.

(14) RBA sebagaimana dimaksud pada a57at (13), discrtai

dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanatr

minimal dan biaya dari keluaral yang dihasilkan'

I i,r it r i 3g'.,r ' tsl
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(15) Kinerja tahun berjalan sebageimana dimaksud pada

ayat (13) huruf a, meliputi:

a. hasil kegiatan usaha;

b. faktor yang mempengaruhi kinerja;

c. perbandingan RBA tahun ffialan dengan

realisasi;

d. laporan kcr:angan tahun berjslan; dan

e. hal-hal train yang perlu ditindaklart'uti

sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun

berjalan.

(16) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud

pada ayat (13) huruf b, antara lain:

a. tingkat inllasi;

b. pertumbuhanekonomi;

c. nilai kurs;

d. tarif; dan

e. volume palayanan,

(l7l Taryet kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (13)

huruf c, antara l,ain;

a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan

b. perkiraan keuangan pada tahun yang

direncanakan.

(18) Analisis dan perkiraan biaya Batuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf d, merupakan

pcrkiraan biaya per rmit penyedira barang dan/ atau

jasa pelayanan yang diberikan, eetclah

memperhitungkan seluruh komlrcnen biaya dan

volume barang dan/atau jasa yang al€n dihasilkan.

(19) Perkiraan harga sebageimana dirnqksud pada ayat

(13) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk

beranS dan/atau jasa ectelah memperhitungkan

biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentuken

seperti trrcerTnin dari tarif layanan.
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(2O) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana ayat

(13) huruf f, merupakan rencana anggatan untuk

seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam

satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan

dan biaya.

(21) Bes€ran persentase ambang batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf g, merupakan besaran

persentqse perubahan anggaran bersumber dari

pendapatan operasional yang diperkenankan dan

ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi

kegiatan operasional BLUD.

(22) Prognosa laporan keuaagan sebagaimana dimaksud

pada ayat (13) huruf h, merupakan perkiraan realisasi

keuangan tahun berjatan seperti tercermin pada

laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.

(23) Perkiraan ma}u lforward estimatQ sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf i, merupakan

perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran

berikutnya dari tahun yang direncanakan guna

memastikan kesiaambungan program dan kegiatan

yarlg telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan

anggaran tahun berikutnya.

(24) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (f3) hurufj, merupa.kan rencana

pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap,

(25) Ringkasaa pendapatan dan biaya untuk konsolidasi

dengan RKA-Dinas Kesehatan/ APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (13) huruf k, merupakan

ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang

disesuaikal dengan format RKA-Dinas

Kesehatan/APBD.

(26) Untuk BluD-Puskesmas, RBA sebagaimana

dimaksud dalam ayat (l2l disusun dan

dikonsolidasikan dengan RKA-Dinas Kesehatan.

(27) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

dipersamakan sebagai RKA-Puskesmas.

k 35
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(2E) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (26),

dissmpaikan kepada kcpala Dinae Kes€hatan untuk

dibahas sebaSai bagian dari RKA-Dinas Kesehatan.

(29) RfA-Dinas Kesehatan beserta RBA sebagaimana

dimaksud pada ayat (28), disampaikan kepada

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

(30) RBA scbagaimana dimaksud dalan ayat (28) atau

RKA-Dinas Kesehatart beserta RBA s€bagaimsna

dimaksud pada ayat (291' oleh PPKD disampaikan

kepada TiD Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

untuk dilakukan penelaahan.

(31) RBA yang telah dils-lnrkan pcnelaahan oleh TAPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3O), disampaikan

kepada PPXD untuk dituangkan dalam Rancangan

Peraturan Daerah tentang APtsD.

(32) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

sebaAaimsna dimaksud delarn ayat (31) ditetapkan

menjadi Feraturan Daerah, pcmimpin BLUD

melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk

ditetapkan menjadi RBA definitif.

(33) RBA defnitif sebag3imana dimaksud dalam ayat (32),

dipakai sebagai dasar lrcnyusunan DPA-BLUD unhrk

diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian KeemPat

Pelaksanaan Anggaran

Pasal 32

(1) DPA-BLUD sebagaimatra dinaksud datarn Pasal 31

ayat (33), menc€kup antara laln:

a. pendapatan dan biaya;

b. proyeksi arus kas; dan

c. jumlah dsn kualitas barang dan/atau jasa yang

akan dihasilkan.

(2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar

pelaksanaan anggaran.
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(3) Pengesahan DPA-BLUD berpedoman pada peraturan

perundang-undangan.

(4) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dima-ksud pada

ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat

metakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya

sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

(5) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh PPKD

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menjadi dasar

penarikan dana yang bersumber dari APBD.

(6) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal,

barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Penarikan dsna untuk belanja barang dan/atau jasa

sebagaimara dimaksud dalam ayat (6), sebesar selisih

lmbmatclt) jumlah kas yang tersedia ditambah

dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan

jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan

memperhatikan anggaran kas yalg telah ditetapkan

dalam DPA-BLUD.

(8) DPA-BLUD menjadi lampiran perjanjian kinerja yang

ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD.

(9) Pedanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), merupakan manifestasi hubungaa kerja antara

Bupati dengan pemimpin BLUD, yang dituangkan

dalam perjanjian kinerja (controctual Wtormance
agrcementl.

(10) Dalarn pe{anjian kine{a sebagaimana dimaksud

pada ayat (8), Bupati menugaskan pemimpin BLUD

untuk menyelenggarakan kegiatan pelayaaan runum

dan berhak mengelol,a dana sesuai y{rng tercantum

dalarn DPA-BLUD.
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(11) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(8), antara lain memuat kesanggupan untuk

meningkatkan:

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;

b. kinerja keuangan; dan

c. manfaat bagi masyarakaL

Bagian Kelima

Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungiawaban

Pasal 33

(f ) BLUD menerapl€n sistem informasi manajemen

keuangan sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis

yang sehat.

(2) Setiap transaksi keuangan BLt D dicatat dqle"n

dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

(3) Penyelenggaraan akuntansi dan l,aporan keuangan

s6gogaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan

baeis alrual baik dafam pendapatan,

biaya, aset, ke$ajiban dan ekuitas dana.

(4) BLUD mengembangkan dan meneraplen sistem

akuntansi dengan berpedoman pada etandar

akuntansi yeng berlaku untuk BLUD yang

bersangkutan dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

(1) Leporan keuangan BLUD terdhi dari:

a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan

mengenai asct, kcwajiban, dan ckuitas dana pa.da

tanggal tertentu;

b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah

pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode;

c. Laporan arls kas yang menyajikan informasi kas

berkaitan dengan aktivitas operasional, inveatasi,

dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayasn

yang menggambarkan saldo awal, penerinaan,

pengeluaran, dan seldo akhir kas selama periode

tertcntu; dan
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d. Catatan atas lalrcran keuangan yang berisi

penjelasan naratif atau rincian dari angka yang

tertera dalam laporan keuangan'

(2) faporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan

inforrnasi pencapaian hasil/ keluaran BLUD'

(3) Laporan keuangan sebagaimena dimaksud pada ayat

(1), diaudit oleh pemeriksa ekstemal sesuai dengan

peraturan perundang-undsngan.

{4) Setiap triwulsn BLLrD-PuskBmas menyusrur dan

menyampaikan laporan operasional dan laporan arua

kas kepada PPKD melalui Kepala Dinas Kes€hatan'

paling lambat 15 (tira belas) hari setelah Periode

pelaporan berakhir'

(5) Setiap semeateran dan tairunan Bl,uD-Puskcsmas

flEjib men1rusun dan menyampaikan l'aporan

keuangan lengkap yang tediri dari laporan

operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan

atas laporan keuangan disertai laporan kinerja

kepada PPKD melalui Kepala Dina3 Kesehatan untuk

dikonsolidasikan lrc dalam laporan keuangan Dinae

Keehatan dan pemerintah daerah, paling la$bat 2

(dua) bulan setelah periode pel,aporan berakhir'

(6) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4) dan dalam ayat (5) untuk

kepentingan konsolidasi, dilsl.'rkqn berdasarkan

Btandar akuntansi Pemerintah.

BAB XII

PENGEI.OLAAN SI,'MBER DAYA LAIN

Pasal 35

(U Sumber daya tain adalah seluruh asct dan kegiatan

yang menghasilkan pendaPatan diluar pendapatan

olrrasional dan dikelola olch Puskcsmas'
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(3)

(4)

Pengelolaan sumber daya lain diupayakan untuk

meningkatkan mutu pel,ayanan dan operasional serta

kelancaran tugas pokok dan fungsi Puskeamas'

Pengclolaan sumber daya yang berupa alat kesehatan

wajib dilakukan kalibrasi alat secara berkela'

Sistem pengelotaan suober daya Iain disusulkar oleh

Kepala Puskesmas melalui Kepala Dinas Kesehatan

untuk ditctapkan den8an P6aturan Bupati'

BAB)(III

PENGELOI,AAN UNGTUNGAN

Pasal 36

Dalam menjaga kelestarian lingkungqn, Puekesloas

wajib mengelolia limbah Puskesmas melalui

pefiyusunan UPL (UPaya Pengclolaan t'ingkungan)

dan UPL (UPaya Pemantauan Lingkungan) sesuai

dengsn ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pengelolaan limbah sebageimana dimaksud pada ayat

(l) meliputi pengelolaan limbah padat dan cair,

pengawasan, dan pcngendalian vektor.

(3) Pengelolaan limbah cair wajib memenuhi syarat baku

mutu yang ditetapkan secara nasional dan regional

meliputi pengelol,aan secara kimiawi, frsik dan biologis

sebelum dibuang ke lingktmgan-

(4) Dafam mengelola limbah padat (sampah), Puskesmas

w{ib memisahkan samPah medis dari aampah non

medis.

(5) Pengetolaan sampah medis wajib mematuhi

ketentuan peraturan perundang-undangan'

(l)

(21
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(1)

(2)

(l)

(2)

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 37

Fembinaan tetnis Puske8mas dilalo.rkan oleh Xepala

Dinas K6ehatan.

Pcmbinaan tsuangan Puskcsmag dilakukan olch

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 38

Pengawasan hrske$nas dilqhtLap oleh Inspeldorat

Kabupaten.

Pcngawasan opcraaional dapat dilakukan olch Satuan

Pengawas Intemal (SPl).

BAB XV

EVALUASI DAN PEMI.,TIAN KINER.,A

Pasal 39

(1) Evaluasi tlan penilaian Kine{a BlUD-Puakesmas

dilakukan setiap tahun oleh Bupa.ti terhadap asPek

kcrrangan dan no,n kcuangan.

(2) Evaluasi yang dilakukan sebagaimana dimabud pada

ayat (l), dipergunakar untuk mengukur tingkat

pencapaian haeil PPK-BLUD aebagaimana ditetapkan

datrBm Rcncana Strategis Bisnis (Renstra Bisnis) dan

Rencana Bisnis dan Anggann (RBA).
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BAB XVI

KETENTUAN LAIN.L{IN

Pasal 40

Bupati berwenang untuk menetapkan berbagai ketentuan

dan peraturan pel,aksanaan untuk mel,aksanakan potra

tata kcloLa ini, yang mcliputi Feraturan h.rskcsmas,

Peraturan tentang ketenagaan, serta peraturan lain yang

tidak dicantumkan dalam potra tata kelola ini atas usulan

Kepala Puskesmas,

BAB XlflI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar sctiap ora-ng mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya ddam Berits Daerah Kabupaten Musi

Rqwas.

Ditetapkan di M-uara Beliti
pada
BUPA

( aqaulr
RAWAS

20t9

Diundangkan d! Muara Beliti
pada tansml 6 (rftutb e,' 2oLg
SEKRETARIS DAERAH

I

BERITA DAERAH KABUpATEN MUsI RAwAs rAHUN 2or9 NoMoR..flt
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UIMPIRAN U : PERATT RAN BUPAfi MUSI RAWAS
NoMoR | 1\ TAHT'N 2019
TENTANG TATA KEII'IA BADAN
IAYANAN UMT'M DAERAH PADA
PUSAT XESEHATAI{ MASYARAKAT
MUARA IAKITAN KABI'PATEN
MUSIRAWAS

PROSEDT'R KER.'A PUSKESMAS MUARA IArITAN

SOP Pelayanan

A. SOP peda Upaya lc8€hatan Pemrangan (UIq Puskesmas Muara

L€kitan

f . SOP Pelryanan Gat at Daruat;
a. SOP Fencrimasn Pasien;

b. SOP FemulangBn Pasieq dan

c. SOP FembayaEn Pasien:

1) Tunai

2) Non Tunai

2. SOP Pelayanan Ra$at Jalan;

a. SOP Peneritnaan Pasien;

b. SOP Pemulangan Pasien; dan

c. SOP Pembayaran Pasien:

1) I\mai
2l Non trnai

3. SOP Felayanan Ra{,at Inap;

a. SOP Fenerimaan pasien

b. flOP Pemulangan Pasien

c. SOP PembayaJan Fasien

1) Tunai

2) Non Tunai

4. SOP Persatinan;

5. SOP Feleyanan Iaboratorium Sederhana;

6. SOP Pclayanan Farmasi;

7. SOP Felayanan Gizi;

8. SOP Felayanan Pagien Kelua4a Miskin;

9. SOP Fetrayansn f,gLa"n llrsdiL;

10. SOP Pengelolaan Limbah;

P:'r rF EO'
1 f . SOP Administrasi dan Manajemcn;

Fr



12. SOP Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah;

13. SOP Pclsyanan Lantdry
14. SOP Pcncliharaan;

15. SOP Bencegahan den nengsndalian Infeksi; dan

16. SOP Felayanan lcamsnan.

SOP pada Upaya KeEehatan Masyarakat (UKM) Purkesmas MuarB

kkitan
1. SCIP Felayanan Keschatan Ibu Hrinil;

2. SOP Pelayanan Kesehatan Ibu Bcraalin;

3. SOP Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;

4. SOP Felayanan IGsehatan Bdita;

5. SOP Pclayanan Icachatan pada Usia Ferdidikan Dasar';

6. SOP Felryanan Keschataa pada Usia Produhi8

7. SOP Felayanan l(esehet3n pada Usia Ianjuq

8. SOP Felayanan Kcsehatan Fenderita Hiperteitsi;

9. SOP Felayanan l(esehatan Fenderita Diabet€s Melitus;

10. SOP Fcleyanan l(cschatan Orang deogan Ganguan Jiwa Bcrat;

II.SOP Felayanan lGsehatan Orang dengan Tuberkulo8i. Gts);

den

12. SOP Pelryanan lGsehatan orang dengan Rieiko Terinfeksi HIV.

SOP Sclain Pclayanan

A. SOPFegawai

l. SOP Relruitmen Fegawai;

2. SOP Fengembangan dan lfumpetcnsi; dan

3. SoP Fembcrhentian Pegawai

B, SOP Sarana dan hasarana

1. SOP Pengadaatr

2. soP Pemeliharaan

BUPATI RAWAS
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